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HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM 
PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI KUALA LANGSA, ACEH

HARMONIZATION OF ISLAM AND ADAT: A STUDY OF ISLAMIC 
INDIGENIZATION OF THE PANGLIMA LAOT IN KUALA LANGSA, ACEH

YOGI FEBRIANDI

Abstract
This paper discusses the harmonization between Islam and Adat(local tradition) on 
the Fishermen community in Kuala Langsa, Aceh. Utilizing the concept of Islamic 
indigenization theory, researchers analyzed the encounter of Islam and Adat in 
the sacred rituals performed by PanglimaLaot. With Geertz's approach of cultural 
interpretation, researchers combined the concept of indigenization with Geertz 
culture symbol theory to find the meaning of the rituals performed. Data were 
collected through in-depth interviews and observations of the daily behavior of 
fishing communities of Kuala Langsa from March to May 2015. This article shows 
that Islam and Adat within the Kuala Langsa community have blended into a 
tradition. This tradition can be observed in traditional rituals of laot. PanglimaLaot 
as a leader of AdatLaotholds a role to maintain the harmonization between adat 
and Islam. The result can be seen in every custom ritual as PanglimaLaot provided 
the same accommodation manners between Adat and Islam to equally perform each 
other without having to eliminate both identities. Islam is still displayed according to 
the belief by prioritizing its universal and substantive values. Adat remains at ritual 
ceremonies that have been entrenched for a long time. The harmonization of both 
in the ritual of Adat Laot, rejecting the view that Islam and Adat stand opposite to 
each other.

Keywords: Islam, Indigenization, Panglima Laot, Aceh

Abstrak
Tulisan ini membahas harmonisasi antara Islam dan Adat pada masyarakat nelayan 
di Kuala Langsa, Aceh. Menggunakan konsep teori Pribumisasi Islam, peneliti 
menganalisa perjumpaan Islam dan adat dalam ritual-ritual suci yang dilakukan 
oleh Panglima Laot. Dengan pendekatan interpretasi budaya Geertz, peneliti 
memadukan konsep-konsep pribumisasi dengan teori simbol kebudayaan Geertz 
untuk menemukan makna dari ritual yang dilakukan. Sumber data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dan observasi perilaku keseharian masyarakat 
nelayan selama Maret hingga Mei 2015. Artikel ini memperlihatkan, bahwa Islam 
dan Adat di dalam masyarakat Kuala Langsa telah berbaur menjadi sebuah tradisi. 
Tradisi ini dapat dijumpai pada ritual-ritual adat Laot. Panglima Laot sebagai 
pemimpin adat laot memegang peran untuk menjaga harmonisasi antara adat dan 
Islam. Hasilnya dapat dilihat dalam setiap ritual adat, Panglima Laot memberikan 
akomodasi yang sama, antara Adat dan Islam untuk saling tampil tanpa harus 
menghilangkan jati diri keduanya. Islam tetap ditampilkan sesuai kepercayaan 
dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan substantifnya. Adat tetap pada 
upacara-upacara ritual yang telah membudaya sejak lama. Harmonisasi keduanya 
di dalam ritual Adat Laot, menolak pandangan, bahwa Islam dan Adat (lokalitas) 
akan saling berlawanan.

Kata Kunci: Islam, Pribumisasi, Panglima Laot, Aceh
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PENDAHULUAN
Tulisan ini membahas harmonisasi antara 
adat dan Islam sebagai  agama mayoritas 
di masyarakat Kuala Langsa, Aceh. Sama 
seperti wilayah Asia Tenggara lainnya, Islam 
hadir di Aceh setelah masyarakat setempat 
lebih dahulu memeluk agama Hindu dan 
Budha.  Dalam perkembangannya, Islam 
kemudian mengganti posisi agama-agama 
masyarakat lokal dan Hindu serta Budha 
sebagai agama pendatang. Kedatangan 
Islam yang menggantikan agama-agama 
sebelumnya di Aceh dilakukan tanpa 
peperangan karena dibawa oleh pedagang 
Islam. Hubungan yang terbangun antara 
masyarakat pesisir Aceh dengan pedagang 
Islam terjalin dengan baik. Hal inilah yang 
menyebabkan tradisi maupun adat pada 
masyarakat Aceh melekat pada pemahaman 
agama Islam di Aceh, terutama pada wilayah 
pesisir Aceh.

Perkembangan perpaduan agama 
dan adat ini juga tidak terlepas dari peran 
pemimpin-pemimpin Aceh di masa lalu. 
Orientalis Hurgronje (1985, 3) berpendapat, 
sebagian besar adat yang dilakukan berasal 
dari Sarakata yang merupakan karangan 
raja-raja Aceh. Adat dan Islam sebagai 
agama pendatang mengalami peleburan 
yang bertransformasi menjadi cara pandang 
masyarakat Aceh hingga saat ini, sesuai 
dengan perkataan “Hukum ngon adat han 
jeuet cre, lagee dat ngon sipheut” (Hukum 
dan adat tidak bisa berpisah, seperti zat dan 
sifat Allah). 

Melihat harmonisasi antara adat dan 
Islam pada masyarakat Kuala Langsa, peneliti 
mengobservasi keeksistensian lembaga adat 
Panglima Laot. Panglima Laot merupakan 
lembaga adat yang bertugas mengawasi 
pelabuhan-pelabuhan di Aceh yang berada 

di bawah Syahbandar (Kamaruzzaman 2012, 
186). Pandangan ini sesuai dengan pendapat 
Van Vollenhoven yang mengatakan, kalau 
tugas Panglima Laot adalah berkenaan 
dengan ekspor-impor pelabuhan (Holleman 
1981, 67). Kini, lembaga adat ini masih tetap 
terjaga dan dijalankan oleh masyarakat 
pesisir Aceh, khususnya Kuala Langsa. 
Dalam Pasal 6 Perda Aceh Nomor 7 Tahun 
2000, Panglima Laot di Kuala Langsa saat ini 
selain memiliki tugas sebagai pengatur dan 
pengelola sumber daya laut. Namun dalam 
masyarakat pesisir, nyatanya tugas dan 
fungsi lembaga Panglima Laot lebih luas 
lagi. Hal ini dapat terlihat dari wewenang 
Panglima Laot sebagai pengatur hukum 
adat laot di Kuala Langsa.

Dalam artikel ini terlihat Islam dalam 
pemahaman dan praktik keagamaan 
masyarakat nelayan Kuala Langsa telah 
dipribumisasikan dengan kehidupan atau 
disesuaikan adat masyarakat setempat. Hal 
ini dapat terlihat secara praktiknya dalam 
adat Panglima Laot, di mana proses dan 
keputusan-keputusan adat yang diambil 
merupakan hasil negosiasi antara Islam dan 
adat. Hal ini akan dibahas selanjutnya dalam 
artikel ini, sebagai corong dari hukum adat 
laot, Panglima Laot memiliki status pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam mengatur adat 
laot. Bagaimana masyarakat Kuala Langsa 
melihat status dan wewenang kekuasaan 
Panglima Laot juga menjadi perhatian 
sentral dalam artikel ini. Selanjutnya, 
kedua diskusi tersebut, peneliti lihat dalam 
bingkai Pribumisasi Islam Abdurrahman 
Wahid. Dalam pandangan Wahid (2001, 
119), pribumisasi merupakan pertimbangan 
kebutuhan lokal dalam merumuskan 
hukum agama, tanpa mengubah hukum itu 
sendiri. Jadi, Panglima Laot dilihat sebagai 
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adat yang hidup dan tetap dijalankan oleh 
masyarakat Kuala Langsa, di samping pula 
tetap mempertahankan nilai-nilai Islam 
dalam kehidupan pesisir.

Penelitian sebelumnya tentang 
pergumulan antara agama dan adat di 
dalam kehidupan masyarakat pesisir sudah 
dilakukan. Salah satunya, tulisan Lukman 
Daris (2012, 32) yang menjelaskan, bahwa 
lembaga adat berfungsi sebagai pengawas 
dan pelestari dari kehidupan dan pengelolaan 
laut yang dikelola secara bersama-sama. 
Selanjutnya, Arifuddin Ismail (2012, 4) dalam 
bukunya tentang pergumulan Islam dengan 
adat pesisir kampung nelayan di Mandar 
menggambarkan pribumisasi Islam ke 
dalam bentuk-bentuk tradisi kelautan yang 
disesuaikan dengan falsafah hidup nelayan 
Mandar.

Adapun penelitian sarjana terdahulu 
dalam melihat Islam dan budaya di 
Indonesia antara lain tulisan Moh. Hefni 
(2008), Miftahuddin Azmi (2010), Mark 
R. Woodward (1999), dan John R. Bowen 
(2003). Penelitian-penelitian yang terakir, 
peneliti sebut melihat pergumulan antara 
Islam dan Budaya pada masyarakat daratan. 
Hal ini tentu berbeda dengan hal yang 
peneliti dapatkan di Kuala Langsa sebagai 
masyarakat pesisir. 

Adapun tulisan, Arifuddin dan Lukman 
Daris, meskipun sama-sama mengkaji 
mengenai masyarakat pesisir, namun 
tipikal masyarakatnya berbeda. Adapun 
tulisan Kamaruzzaman (2012, 208-210) 
telah membantu dalam memberikan 
informasi mengenai sejarah perkembangan 
Panglima Laot dan juga praktiknya saat ini di 
masyarakat pesisir Aceh. Namun sayangnya, 
dalam tulisan Kamaruzzaman tersebut tidak 

melihat hubungan antara praktik Panglima 
Laot dengan Islam. Untuk itu, peneliti melihat 
hubungan antara praktik Panglima Laot dan 
Islam harus mendapatkan penelitian khusus 
guna melihat hubungan antara adat dan 
Islam pada masyarakat Aceh.

Melihat dari beberapa kajian sarjana 
sebelumnya, penelitian mengenai 
harmonisasi adat dan Islam yang peneliti 
tulis berdasarkan penelitian pada Panglima 
Laot Kuala Langsa menjadi suatu kajian dan 
khazanah baru. Penggunaan pendekatan 
pribumisasi Islam Wahid (2001, 119) pada 
artikel ini memberi masukan tambahan 
mengenai konteks Islam keberindonesiaan.

Kerangka Konsep

Melihat harmonisasi antara adat Panglima 
Laot dan Islam, selain menggunakan 
pendekatan teori Pribumisasi Islam, 
interpretasi budaya juga penting sebagai 
landasan menarik kesimpulan. Interpretasi 
budaya diperkenalkan oleh Clifford Geertz 
(1973, 87-25; Pals 1996, 234). Teori ini 
bermula dari pandangan Geertz tentang 
agama sebagai suatu sistem kebudayaan 
(Pals 2001, 234). Di dalam penelitiannya 
mengenai agama di Jawa, Geertz (1983, 
6) melihat adanya pengaruh agama 
Hindu yang sangat besar dalam setiap sisi 
kehidupan masyarakat Jawa. Pengaruh ini 
terlihat melalui simbol, ide, ritual dalam adat 
kebiasaan masyarakat (Pals 2001, 413).

Bagi Geertz (1995, 62), kebudayaan 
memiliki sistem makna yang lahir dari sudut 
pandang manusia terhadap budayanya. 
Geertz menganggap manusia bergantung 
pada maknanya sendiri, dan kebudayaan 
adalah jaringan-jaringan atas makna yang 
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diciptakan manusia. Untuk itu, interpretatif 
adalah ilmu yang berusaha untuk mencari 
makna tersebut.

Makna kebudayaan dari sudut pandang 
simbolik-interaktif adalah kebudayaan 
sebagai pola dari tindakan. Kebudayaan 
adalah apa yang dilakukan dan dapat 
dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai 
nyata adanya, atau dalam pengertian lain 
adalah wujud tindakan atau kenyataan 
yang ada (Geertz 1973, 10). Selanjutnya, 
sistem simbol digunakan oleh Geertz untuk 
mempertemukan atau menerjemahkan 
pengetahuan dan makna menjadi sistem 
nilai, atau sebaliknya. 

Berdasarkan penerjemahan terhadap 
simbol-simbol suci yang ada di masyarakat 
Kuala Langsa, peneliti melihat makna yang 
diberikan dari pengetahuan mengenai 
simbol telah bergeser, namun nilai dari 
makna aslinya tetap terjaga. Hal ini dalam 
pandangan Wahid (2001, 120; Baso 2002, 
7) merupakan perubahan partikel-partikel 
beragama, namun tidak mengubah arus 
utama agama tersebut. 

Lebih lanjut, pribumisasi Islam adalah 
konsep yang mempertemukan arus-arus 
budaya dan agama tanpa mengalahkan 
atau mengganti arus-arus tersebut. 
Keduanya bertemu dan saling berinteraksi 
bermuara pada satu wadah yang sama, yaitu 
kebudayaan lokal Indonesia. Pribumisasi 
hanyalah sebuah bentuk kebutuhan yang 
digunakan untuk mengaspirasi aspek 
lokalitas yang telah berjalan lama dalam 
merumuskan hukum-hukum agama, tanpa 
adanya perubahan sama sekali dari aspek 
Uṣul Fiqh dan Qaidah Fiqh (Wahid 2001, 
119).

METODE PENELITIAN
Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang 
menggunakan pendekatan fenomenologi 
sebagai pendekatan metode penelitian. 
Dalam pendekatan fenomenologis, 
kenyataan merupakan suatu kontruksi 
sosial (Babie 2007, 294). Fenomenologi 
mengedepankan aspek fenomena objek 
penelitian yang kemudian diinterpretasikan 
secara kultural. Data dikumpulkan melalui 
wawancara secara mendalam terhadap 
nalayan Kuala Langsa, masyarakat Kuala 
Langsa, Keuchik (Kepala Desa) Kuala Langsa 
dan Panglima Laot Kuala Langsa. Observasi 
dilakukan terhadap setting sosial yang 
terjadi dalam pelaksanaan ritual-ritual dan 
simbol-simbol agama terkait Panglima Laot. 
Kemudian hasil wawancara dan observasi 
diinterpretasikan untuk mencari makna dari 
fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Status dan Kekuasaan Panglima Laot 
di Kuala Langsa

Status Panglima Laot dalam pemerintah 
Kesultanan Aceh menurut Van Vollonhoven 
merupakan bawahan Syahbandar yang 
mengurusi bea cukai serta ekspor-impor 
di pelabuhan (Holleman 1981, 67). Ini 
menandakan, bahwa Panglima Laot 
merupakan bagian dari birokrasi Kerajaan 
Aceh yang mengurusi pelabuhan.

Terpengaruhi teori recepti yang 
diberlakukan Belanda, Panglima Laot 
masuk ke dalam klasifikasi hukum adat 
(Kamaruzzaman 2012, 208-214). Teori 
recepti yang diberlakukan merupakan 
aturan untuk menguatkan hukum adat 
dan mengharuskan hukum Islam untuk 
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disesuaikan dengan hukum adat. Namun 
setelah kemerdekaan, hukum adat tidak bisa 
dijalankan. Oleh karena itu, praktik Panglima 
Laot kehilangan dukungan dan eksistensinya 
di pemerintahan Aceh. Namun menurut 
Jaffar, meskipun tidak diakui, nelayan di 
Aceh tetap mempertahankan adat ini. Baru 
setelah adanya Perda Nomor 7 Tahun 2000, 
eksistensi Panglima Laot mulai tampak di 
dalam pemerintahan, dengan pemberian 
wewenang mengatur sumber daya laut.

Bagi nelayan Kuala Langsa, status 
Panglima Laot untuk mengatur dan 
memberi hukuman adat laot juga dipegang 
oleh Panglima Laot. Sebenarnya jika dilihat 
kembali, Panglima Laot memiliki status 
ganda, satu sisi sebagai lembaga adat yang 
“diresmikan” oleh negara dan di lain sisi 
sebagai tradisi yang dijalankan oleh nelayan. 
Sebagai lembaga adat resmi yang dilegalkan 
oleh pemerintah, Panglima Laot digunakan 
oleh Dinas Perikanan Kota Langsa sebagai 
pimpinan organisasi nelayan Kuala Langsa, 
yang bertugas sebagai jembatan komunikasi 
antara Dinas Perikanan dan juga nelayan 
lokal. Tidak hanya itu, Panglima Laot  juga 
digunakan oleh Polisi Air dan Udara Kuala 
Langsa untuk mengawasi perairan Kuala 
Langsa dari tindakan pelanggar laut. Jika 
dibutuhkan tenaga penyelamatan darurat di 
laut, Panglima Laot juga kerap dimanfaatkan 
tenaganya oleh BPBD Kota Langsa.

Panglima Laot sebagai adat terlihat dari 
peran adat yang dijalankan (Kamaruzzaman 
2012, 208). Khanduri Laot, pelarangan 
berlayar di hari Jum’at, libur pada hari-hari 
tertentu, dan juga pantangan laut adalah 
sebagian dari peraturan adat yang diatur 
oleh Panglima Laot. Panglima Laot tidaklah 
diberi bekal ilmu mengenai adat laut secara 
formal. Pengetahuan melaut dan adat 

didapatkan dari pengalaman dan cerita 
turun temurun, begitu pun dengan seluruh 
nelayan dan masyarakat di Kuala Langsa. Hal 
ini yang menjadi landasan mengapa nelayan 
Kuala Langsa sangat mempercayai nasihat-
nasihat dari leluhur. Dari hal ini terlihat, 
Panglima Laot memiliki peran sentral dalam 
menjaga adat dan pengetahuan mengenai 
budaya melaut di Kuala Langsa. 

Tipologi Beragama Masyarakat Kuala 
Langsa

Geertz (1960, 6) melakukan klasifikasi 
masyarakat Jawa menjadi abangan, santri, 
dan priyayi berdasarkan afiliasi beragama 
mereka. Pendapat Geertz tersebut mendapat 
kritik dari beberapa sarjana (Woodward 
1999, 50; Bachtiar 1973, 29). Woodward 
yang termotivasi akan tesis Geertz mencoba 
menelusuri jejak peninggalan agama Hindu 
pada setiap ritual upacara agama tidak 
menemukan dasar-dasar ajaran agama 
Hindu di dalam ritual agama masyarakat 
Jawa (Woodward 1999, 8-10). 

Melihat sisi kelemahan tesis Geertz 
yang melihat, beragama orang Mojokuto 
tanpa perbekalan mengenai pengetahuan 
Islam yang mendalam, peneliti membagi 
masyarakat Kuala Langsa menurut 
pengaktualisasian beragama. Hasilnya, 
peneliti melihat ada  dua tipologi beragama 
masyarakat Kuala Langsa: Pertama, dari 
kalangan tengku masjid, yang memiliki 
pengetahuan agama serta menjalankan 
sesuai dengan pengetahuan tersebut. 
Biasanya, tengku masjid mendapatkan 
pengetahuan tentang agama dengan 
mengikuti pendidikan agama tradisional. 
Kedua, dayah yang merupakan lembaga 
pendidikan Islam tradisional, tempat di 
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mana para tengku masjid mendapatkan 
pengetahuan keagamaan. Meskipun para 
tengku masjid tidak lagi mendapatkan 
pendidikan di dayah, tak jarang para tengku 
masjid mengikuti pengkajian-pengkajian 
ilmu Islam yang sering diadakan oleh tengku 
dayah (ulama pesantren).

Tipe kedua adalah abangan. Geertz (1960, 
6) melihat kaum abangan tidak memiliki dasar 
pengetahuan Islam dan masih memegang 
sinkretisme Jawa. Penyebaran kaum ini di 
pasar-pasar Jawa ternyata mempengaruhi 
pengetahuan kaum abangan. Hal serupa 
terlihat pada masyarakat Kuala Langsa, yang 
sebagian besar bekerja sebagai nelayan 
ataupun berhubungan dengan laut. Karena 
sebagian besar masyarakat Kuala Langsa 
mendapatkan pengetahuan, baik itu Islam 
maupun adat secara turun temurun, tanpa 
mengikuti pendidikan formal, menjadikan 
pengetahuan mereka sangat tergantung 
kepada budaya yang dijalani. Sebagai 
masyarakat nelayan, kepercayaan akan 
kegaiban menjadi sesuatu yang esensial.

Kehidupan di laut yang keras dan serba 
misteri menjadikan nelayan mempercayai 
kekuatan gaib yang tidak tampak oleh 
mata manusia. Hal ini bagi Arifuddin (2012, 
123) disebut dunia gaib atau pun dunia 
tidak tampak. Kepercayaan kaum abangan 
Kuala Langsa akan arwah laut dan juga 
Euleme hitam membuat ritual-ritual, seperti 
Khanduri Laot, larangan melaut, pantangan 
laut, dan juga syukuran tetap mendapatkan 
tempatnya tersendiri.

Berdasarkan konsep pribumisasi 
Islam, kedua tipologi di atas tetap dapat 
berjalan berdampingan tanpa adanya 
gesekan di masyarakat. Hal ini pula yang 
dimaksud Wahid dengan tanpa kehilangan 

identitasnya masing-masing (Fitriah 2013, 
49). Tipologi beragama yang ada di Kuala 
Langsa dapat saling memberi peran masing-
masing, di mana Islam dapat berjalan dengan 
ketentuannya sendiri dengan tengku masjid 
sebagai aktor. Adat tetap berjalan dengan 
abangan, di mana Panglima Laot menjadi 
sosok sentral. Perjumpaan kedua ini di dalam 
ruang sosial juga terlihat di beberapa ritual-
ritual suci yang dijalankan oleh masyarakat 
Kuala Langsa tanpa adanya benturan. Hal 
ini yang akan dilihat dalam pemaparan 
berikutnya.

Pribumisasi Islam pada Ritual-Ritual 
Adat Laot di Kuala Langsa

Bagi Ahmad Baso (2002, 7), pribumisasi 
merupakan gudang tempat masyarakat 
mencipta dan menghayati kebudayaannya. 
Lebih lanjut, pribumisasi dalam 
pandangan Baso (2002, 23) adalah tempat 
dipermainkannya makna-makna baru, 
dan sekian mitologi tentang pembebasan. 
Perbedaan pribumisasi Islam Baso dan 
Wahid terletak pada cara melihat kontestasi, 
yang bagi Baso menjadi dasar dari konsep 
pribumisasi yang terjadi.

 

Khanduri Laot

Untuk melihat konsep pribumisasi Islam 
secara faktual, maka dapat terlihat pada 
setiap pelaksanaan upacara adat, semisal 
Khanduri Laot. Khanduri Laot sejatinya adalah 
tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 
pesisir Aceh untuk menghormati arwah 
laut dengan memberi sesembahan berupa 
kurban lembu. Ritual adat ini dilakukan 
tidak menentu dan disesuaikan dengan 
hasil tangkapan nelayan. Namun, setidaknya 
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dalam 2 (dua) tahun ritual ini wajib dilakukan. 

Dalam catatan Kamaruzzaman (2012, 
209), adat Khanduri Laot sebagian besar 
telah diganti atau pun ditinggalkan oleh 
sebagian pesisir pantai barat Aceh. Masih 
dalam catatan Kamaruzzaman (2012, 205), 
masyarakat pesisir Aceh mempercayai 
kuat pengaruh dari Khanduri Laot dapat 
menyebabkan tangkapan ikan menurun 
atau pun meningkat. Hal ini menjadikan 
Khanduri Laot menjadi kepercayaan kuat 
masyarakat pesisir Aceh, meskipun telah 
ditinggalkan di sebagian daerah. Pada 
masyarakat Kuala Langsa, sebagian besar 
nelayan yang mempercayai akan kekuatan 
dari Khanduri Laot mendesak agar adat ini 
tetap dijalankan. Alasan yang kuat adalah 
agar tangkapan ikan di laut tidak mengalami 
penurunan. Hal ini berdasarkan informasi 
dari Khaidir:

Dulu waktu saya kecil, sempat beberapa kali 
mengikuti Khanduri Laot. Sampai 4 (empat) 
tahun yang lalu masih kita (nelayan) buat. 
Tapi kemarin-kemarin sudah tidak lagi, 
karena Panglima Laot yang dulu sudah 
tua dan tidak bisa mengurusi lagi masalah 
nelayan. Sekarang dengan terpilihnya 
Panglima Laot baru, Bang Jaffar, kita minta 
dia untuk buat lagi itu adat. Karena dia 
sudah janji sebelum pemilihan waktu itu 
(Khaidir—nelayan, 6 April 2015).
Panglima Laot memiliki peranan 

penting dalam pelestarian ritual adat ini. 
Karena ia berperan sabagai pemimpin 
adat laot. Untuk itu, keberadaan dan juga 
kepeduliaan akan ritual-ritual adat menjadi 
tolak ukur utama dalam memilih Panglima 
Laot. Panglima Laot sebelum Pak Jaffar, 
dianggap sudah terlalu tua dan sudah tidak 
lagi mementingkan keberlangsungan adat 
karena menganggap adat ini tidak relevan 
dengan ajaran Islam. Terpilihnya Pak Jaffar 
ini juga menjadi harapan nelayan untuk 

kembali peduli terhadap ritual adat laot. 
Dari hasil wawancara dengan Khaidir terlihat 
faktor yang menyebabkan absennya prosesi 
adat ini selama 4 (empat) tahun bukan karena 
penolakan dari masyarakat, melainkan 
karena tidak adanya sosok pemimpin yang 
menjalankan adat tersebut. Sosok pemimpin 
kharismatik memang menjadi titik sentral 
dalam ritual-ritual suci. 

Masalahnya, jika ritual adat ini begitu 
penting bagi Khaidir dan nelayan lain, 
lalu di mana posisi-posisi penentang 
penyelenggaraan adat ini, terutama dari 
kaum tengku masjid. Untuk mengetahui 
pendapat dari tengku masjid, peneliti 
mewawancarai Tengku Abdullah:

Ya, memang benar, kami (tengku masjid) 
dilibatkan dalam adat itu untuk pimpin doa. 
Ini sebenarnya hasil berunding juga. Saya 
tidak sepakat kalau harus mengadakan 
potong lembu habis itu dikasih ke laut, syirik 
itu! Daripada gitu, lebih bagus kasih makan 
anak yatim. Potong saja lembu kasih makan 
anak yatim, biar kita makan sama-sama. 
Lebih rasional dan sesuai ajaran Akidah. 
Udah mereka jarang ke masjid, buat-buat 
yang begitu lagi. Panglima Laot yang 
sekarang memang lebih mau komunikasi 
sama kita (orang masjid) (Tengku Abdullah- 
Pengurus Masjid, 8 April 2015).
Berdasarkan pernyataan Tengku 

Abdullah, pembacaan doa pada ritual 
Khanduri Laot merupakan hal yang wajib 
dan tidak boleh tidak. Beliau mengatakan, 
kalau doa itu bagi orang Aceh wajib di setiap 
acara, baik itu acara agama maupun acara 
adat. Dalam penjelasan berikutnya, beliau 
mengibaratkan doa seperti makan dan 
minum bagi orang Aceh. Kehadiran panjatan 
doa dan al-Fatihah mengindikasikan, 
bahwa akomodasi ruang agama memang 
diperjuangkan oleh tengku masjid pada 
ritual adat. Sesuatu yang akan membuat 
ritual adat lebih “islami”.
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Kehadiran doa dalam acara Khanduri 
Laot, peneliti lihat sebagai konsep pribumisasi 
islami yang dilakukan oleh Panglima Laot. 
Sebagai orang abangan yang tidak begitu 
paham mengenai Islam secara tekstual, 
namun pengetahuan Pak Jaffar mengenai 
Islam secara konteks memberikan jalan 
tengah terhadap masalah ini. Bagi Pak Jaffar, 
Islam bisa ditempatkan di mana saja, tidak 
perlu dikhususkan karena memang sudah 
khusus. Jadi, di dalam ritual Khanduri Laot, 
Pak Jaffar  meminta tengku masjid untuk 
memimpin doa dan juga memberikan ruang 
untuk menyampaikan ceramah keagamaan.

Pemberian ruang bagi tengku untuk 
membaca doa dan memberikan ceramah 
keagamaan merupakan simbol dari konsep 
saling mengisi dalam pribumisasi Islam. 
Ritual Khanduri Laot tetap berjalan sesuai 
budayanya, di mana adanya ucapan rasa 
syukur, potong kurban, makan bersama, dan 
juga dilakukan di pinggir laut. Namun, untuk 
mengakomodasi ruang-ruang hukum Islam, 
panjatan doa dilakukan oleh para tengku. 
Acara ceramah agama juga merupakan 
karakter budaya Islam ala masyarakat 
pribumi, di mana tidak hanya pada ritual 
Khandrui Laot saja ceramah diadakan, 
melainkan ritual apapun.

Euleme

Menurut kepercayaan masyarakat Kuala 
Langsa, arwah laot adalah sosok yang sering 
mengganggu atau pun dapat membantu 
nelayan di laut. Untuk dapat menenangkan 
arwah laot, maka ritual mutlak harus 
dijalankan (Ismail 2012, 133). Euleme 
merupakan ritual laot yang menggunakan 
ilmu hitam untuk memperbanyak 
tangkapan ikan. Euleme digunakan oleh 

nelayan Aceh pada jaring ikan dengan 
membaca mantra menggunakan media air 
peuseujuk, kemudian meninggalkan media 
mantra di tempat Euleme yang digunakan 
(Kamaruzzaman 2012, 203).

Menyadari kehidupan laut yang memiliki 
misteri dan rahasia, ritual dimaksudkan 
sebagai tempat untuk menyampaikan 
dan berkomunikasi dengan penguasa 
laut (Ismail 2012, 126). Ritual yang kerap 
dijalankan oleh nelayan di Kuala Langsa 
disebut dengan Euleme. Euleme merupakan 
simbol yang digunakan oleh nelayan untuk 
berkomunikasi dengan arwah laot agar tidak 
mengganggu selama berlayar mencari ikan. 

Prosesi ritual Euleme menggunakan 
ilmu hitam, wadah, dan juga mantra yang 
keseluruhannya berpusat pada proses 
komunikasi antara manusia dan alam. 
Di masa sekarang, Euleme yang ada di 
masyarakat Kuala Langsa tidak lagi sering 
dilakukan. Faktor kehadiran teknologi 
untuk menentukan posisi ikan melalui alat 
pemancar radar mempengaruhi nelayan-
nelayan muda untuk beralih ke teknologi 
dan meninggalkan ajaran Euleme.

Hanya nelayan yang berasal dari generasi 
tua yang saat ini masih menggunakan 
Euleme. Sebagai orang yang telah lama 
melaut di Kuala Langsa, Panglima Laot 
memiliki pengetahuan yang lebih mengenai 
Euleme. Dapat dipastikan pula Panglima Laot 
pernah menggunakan Euleme, karena ia 
termasuk nelayan senior. Untuk itu, peneliti 
menarik informasi mengenai penggunaan 
Euleme di Kuala Langsa dari Pak Jaffar yang 
merupakan Panglima Laot di Kuala Langsa.

Euleme itu ilmu hitam. Kalau ilmu hitam 
sudah pasti merugikan orang lain. Dulu 
nenek moyang kita menggunakan Euleme 
hanya untuk menambah ikan atau penunjuk 
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jalan pulang. Kalau saya ingat-ingat hampir 
sama juga dengan teknologi jaman sekarang 
yang namanya GPS. Jadi, Euleme itu untuk 
menunjuk di mana posisi ikan dan jalan saja. 
Yang menggunakan juga bukan dukun, tapi 
pawing kapal. Memang ada beberapa yang 
belajar sama “orang pintar” untuk dapat 
ilmu itu. Sekarang tidak perlu lagi udah ada 
teknologi, tapi ritualnya masih ada ilmu 
hitamnya saja tidak ada (Jaffar—Panglima 
Laot, 4 April 2015).
Pak Jaffar melanjutkan, bahwa saat ini, 

nelayan di Kuala Langsa sebelum melaut 
berdoa dengan dipimpin oleh pawang 
kapal. Doa-doa tersebut biasanya diawali 
dengan al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan 
doa mohon keselamatan. Prosesi doa tidak 
berubah dari ritual Euleme sebelumnya. 
Hanya saja kalau Euleme menggunakan 
mantra dan ilmu hitam, kini diganti dengan 
bacaan doa sesuai Islam. Wadah yang 
digunakan juga tetap dipertahankan, yaitu 
jaring ikan. Jaring ikan memang menjadi alat 
yang esensial bagi nelayan. Selain sebagai 
alat tangkap, jaring ikan juga merupakan 
simbol dari besarnya status nelayan. 
Nelayan-nelayan kecil dan tradisional hanya 
mampu menggunakan jaring atau disebut 
tongkak kecil. Berbeda denga nelayan besar 
yang menggunakan jaring atau tongkak 
yang lebih besar dan canggih, seperti 
menggunakan robot.

Jaring ikan sebagai simbol nelayan tetap 
dipertahankan fungsinya dalam ritual adat 
sebagai media. Sedangkan akomodasi nilai 
Islam ditempatkan dalam bacaan al-Fatihah. 
Pembacaan al-Fatihah dalam pandangan 
peneliti, juga sering digunakan oleh 
masyarakat Aceh dalam prosesi ritual adat 
apapun, ini terlihat dari prosesi syukuran atau 
pun pembacaan doa dalam setiap acara yang 
dilakukan masyarakat. Pembacaan surah al-
Fatihah dalam prosesi adat di masyarakat 

tidak hanya dilakukan di Aceh, masyarakat 
Jawa juga membaca surah al-Fatihah dalam 
ritual slametan (Geertz 1960, 15). Surah 
al-Fatihah memiliki kekuatan yang dapat 
dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah 
komunikasi dengan Allah, sebagai wadah 
yang dapat menghubungkan doa-doa agar 
sampai kepada Allah.

Penerapan Konsep Pribumisasi Islam 
dalam Keputusan Adat Panglima Laot

Otonomi Khusus (Otsus) yang diminta oleh 
pemerintah Aceh, menyebabkan hukum 
adat kembali dilegalisasi oleh pemerintah 
Aceh. Hal ini pula yang menyebabkan 
nelayan meminta Panglima Laot kembali 
diberi mandat sebagai pengelola sumber 
daya laut serta sebagai lembaga adat. 
Bagi peneliti, kedua kekuasaan tersebut 
sebenarnya menyatu dalam fungsi Panglima 
Laot sebagai lembaga yang mengurusi 
permasalahan-permasalahan di laut. Tidak 
hanya mengenai hukum adat semata, 
pengelolaan mulai dari jenis ikan dan jenis 
pukat yang digunakan kini juga masuk 
dalam ranah hukum adat laot. Sedangkan 
aturan adat yang melarang nelayan untuk 
berlayar pada hari-hari tertentu juga tetap 
berada pada otoritas Panglima Laot. 

Hubungan antara adat dan Islam sudah 
melekat di masyarakat Aceh (Kamaruzaman 
2012, 193-194). Jadi, bisa dimaklumi kalau 
sebenarnya yang dimaksud adat bisa jadi 
adalah hukum Islam, dan yang dimaksud 
hukum Islam bisa jadi adalah adat. Hal 
ini dikarenakan, masyarakat Aceh lama 
mempraktikkan hukum Islam sebagai bagian 
dari adat yang dijalankan.
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Sebagai lembaga yang memiliki otoritas 
adat, Panglima Laot diharapkan mampu 
mengatasi permasalahan-permasalahan 
atau pun konflik di wilayah laut (Perda Aceh 
Nomor 2 Tahun 1990). Untuk itu, peran untuk 
menyelesaikan masalah laut juga sering 
dilakukan oleh Panglima Laot. Keputusan-
keputusan adat yang diambil oleh Panglima 
Laot menjadi keputusan yang akan secara 
resmi diakui Polisi Air dan Udara Kuala 
Langsadan Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kota Langsa. 

Pribumisasi Islam yang  dipraktikkan oleh 
Panglima Laot dalam menjalankan peran 
adatnya dapat tergambar pada: Pertama, 
proses de-sakralisasi yang dilakukan dalam 
musyawarah yang dalam bahasa Aceh 
menjadi meupakat (bersepakat). Meupakat 
biasanya dilakukan di masjid, namun 
digeser ke warung kopi oleh Panglima Laot. 
Kedua, terkait konsep penegosiasian ulang 
makna larangan melaut pada hari Jum’at 
juga menjadi sumbangsih terhadap resolusi 
konflik di Kuala Langsa. Kedua bentuk 
peraturan adat ini terlihat mengakomodasi 
Islam sebagai agama pada posisi substansi 
dan adat sebagai proses ritual.

Meupakat di Warung Kopi

Berdasarkan catatan Hurgronje (1985, 
86), masyarakat Aceh sejak dahulu sangat 
suka untuk duduk ber-meupakat. Sekilas 
terlihat tidak ada perbedaan antara meupakat 
dan musyawarah yang lazim dikenal 
masyarakat Indonesia. Meupakat dimaknai 
sama dengan musyawarah dalam hal proses 
pertukaran pendapat dan pengambilan 
keputusan secara bersama di satu tempat 
(Hurgronje 1985, 86). Proses saling memberi 
makna inilah yang menyebabkan antara 

meupakat sebagai budaya masyarakat 
Aceh dengan musyawarah sebagai tradisi 
Islam tidak terjadi perebutan makna dan 
mengurangi nilai dari keduanya.

Pada saat observasi, Panglima Laot 
sering menggunakan istilah dok meupakat 
(duduk bersepakat) ketika memberikan 
instruksi kepada nelayan atau masyarakat 
yang melaporkan suatu masalah. Hasil 
dari meupakat yang dilakukan secara 
musyawarah ini kemudian dibawa ke Dinas 
Perikanan dan Kelautan untuk dimintai 
ketetapan. Ketetapan ini akan menjadi 
sebuah peraturan baru yang akan dijalankan.

Proses meupakat sendiri tidak jauh 
berbeda dengan musyawarah yang lazim 
dikenal di Indonesia. Panglima Laot 
memanggil pihak-pihak yang bermasalah 
dan pertemukan secara langsung bersama 
orang penting di masyarakat lainnya. 
Biasanya, Panglima Laot akan melibatkan 
para tengku masjid dan Keuchik. Kehadiran 
tengku masjid dan Keuchik menurut 
Hurgronje (1985, 86) merupakan budaya 
masyarakat Aceh dalam merundingkan 
sesuatu harus di hadapan orang-orang yang 
dianggap dituakan atau ilmu agamanya 
tinggi.

Jika di dalam Islam, segala perundingan 
dan juga musyawarah dilakukan di dalam 
masjid, hal berbeda di Kuala Langsa. 
Dari observasi peneliti, Panglima Laot 
lebih menyenangi untuk melakukan 
meupakat di warung kopi. Pertemuan rutin 
biasanya dilakukan Kamis malam. Peneliti 
menanyakan pilihan warung kopi sebagai 
tempat musyawarah kepada Panglima Laot.

Ini hanya karena budaya masyarakat Aceh 
yang akan lebih santai dan tenang kalau 
berdiskusi ditemani secangkir kopi. Kalau 
kita ajak di masjid mereka bakalan menolak 



19

atau misalnya mereka pergi pun nanti 
diskusinya bakalan kaku. Penolakan ini 
dikarenakan sebagian besar nelayan dan 
laki-laki masyarakat Kuala Langsa memiliki 
kebiasaan merokok. Mereka tidak akan 
merasa nyaman kalau harus meupakat tanpa 
menghisap rokok atau pun harus merokok 
di dalam masjid (Jaffar—Panglima Laot, 4 
April 2015).
Proses de-sakralisasi dari meupakat 

bukan merupakan pemisahan antara urusan 
dunia dan agama melainkan suatu cara 
penyerahan manifesti kultural kepada adat. 
Di dalam Islam, penyelesaian masalah di 
antara sesama Muslim harus secepatnya 
dilakukan melalui musyawarah. Orang-
orang yang berkonflik harus dihadapkan 
kepada hakim secara adil dan setara. Tidak 
diperkenankan sesama Muslim saling 
bermusuhan. Untuk itu, upaya perdamaian 
haruslah dimediasi oleh pemimpin kaum. 
Hal ini pula yang terlihat dari adat meupakat 
yang dilakukan oleh Panglima Laot sebagai 
pemimpin adat masyarakat Kuala Langsa, 
meskipun tidak dilakukan di dalam masjid, 
bukan berarti adat ini kehilangan jati diri 
Islamnya, karena nilai-nilai pegangan 
dasar musyawarah tetap dijalankan dalam 
meupakat.

Larangan Berlayar di Waktu Tertentu

Pelarangan berlayar dilakukan pada waktu-
waktu tertentu di antaranya: hari Jum’at, tiga 
hari sebelum hari raya dan juga kemalangan. 
Pantangan-pantangan ini menggambarkan 
tiga dimensi yang berbeda. Pelarangan hari 
Jum’at merupakan wujud dari pelestarian 
lingkungan laut.

Nelayan Kuala Langsa percaya, bahwa 
laut juga memiliki batas untuk memberi 
makan manusia. Jika setiap hari, manusia 
terus menerus mengambil ikan tanpa 

memberi waktu ikan untuk berkembang 
biak, sumber daya laut akan habis, maka 
dibutuhkan sehari dalam seminggu untuk 
tidak pergi menangkap ikan. 

Pelarangan tiga hari sebelum hari raya 
memiliki dimensi keagamaan, hal ini karena 
pada hari raya penyelenggaraan Idul Fitri 
dan Idul Adha tidak boleh dilewatkan begitu 
saja. Terdapat ritual-ritual agama yang 
hanya bisa dilakukan pada hari raya, yaitu 
salat Ied dan juga saling berkumpul dan 
memaafkan di antara semua. Pada hari itu, 
semua pekerjaan ditinggalkan untuk saling 
bersilaturahmi, hal yang paling disenangi 
oleh orang Aceh, bahkan tradisi silaturahmi 
hari raya di Aceh satu bulan penuh di bulan 
Syawal.

Adapun pelarangan pada waktu 
kemalangan memiliki makna sosial. Pada hari 
ini, semua tetangga mendatangi keluarga 
yang mengalami musibah salah satu anggota 
keluarga meninggal. Jika yang meninggal 
adalah nelayan juga, maka seluruh nelayan 
yang se-mukim tidak diperbolehkan untuk 
melaut selama 2 (hari). Apabila ada salah 
satu nelayan yang tenggelam di laut, aturan 
ini bahkan diperpanjang sampai jasad 
nelayan yang tenggelam ditemukan.

Melihat makna-makna pelarangan 
melaut di atas, terlihat hanya larangan pada 
waktu hari raya saja yang berhubungan 
dengan agama. Sedangkan dua lainnya 
memiliki makna yang berhubungan dengan 
budaya dan tradisi kehidupan masyarakat 
Kuala Langsa. Pelarangan melaut dalam 
pandangan peneliti lebih dikarenakan 
budaya masyarakat Kuala Langsa.

Salah satu yang menarik perhatian 
adalah larangan melaut pada hari Jum’at. 
Dalam pandangan Kamaruzzaman (2012, 
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211), larangan melaut ini bukanlah larangan 
yang menghentikan aktivitas, melainkan 
larangan untuk pergi melaut saja. Dia 
mendasarkan hal ini dari hasil amatannya 
terhadap perilaku-perilaku nelayan Aceh 
pada saat hari Jum’at, yang meskipun 
mereka tidak melaut, namun masih 
beraktivitas di pesisir laut. Namun, juga ada 
pandangan menarik dari Francois Martin 
terkait kegiatan masyarakat pesisir Aceh, 
saat kedatangannya pada abad ke-17 (Reid 
1995, 79). Francois Martin mencatat, bahwa 
tidak ada larangan untuk beraktivitas pada 
hari Jum’at pada masyarakat pesisir Aceh 
ketika dia mendarat di pesisir Aceh pada 
tahun 1602 M (Reid 1995, 79).

Catatan Francois Martin jika dilihat 
dalam konteks saat ini tidak jauh 
berbeda dengan catatan Kamaruzzaman. 
Kamaruzzaman (2012, 211) melihat ada 
perbedaan peraturan-peraturan larangan 
melaut dihari Jum’at di wilayah pesisir 
Aceh lainnya. Di wilayah pesisir Banda Aceh 
larangan melaut di mulai dari jam 10 malam 
hingga 5 sore. Di Aceh Utara, larangan 
bahkan di mulai dari Kamis malam hingga 
Jum’at Sore, ini sesuai dengan peraturan 
asilnya. Hal ini mengidentifikasikan, ternyata 
larangan untuk berlayar pada hari Jum’at 
beragam dipraktikkan oleh masyarakat 
pesisir Aceh. Ritual yang dilakukan nelayan 
berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, 
pengalaman (realitas), dan kondisi kejiwaan 
(spiritualitas) (Ismail 2012, 131-133). Nelayan 
Kuala Langsa membedakan antara salat 
Jum’at yang merupakan hukum Islam yang 
harus dikerjakan dengan larangan melaut 
di hari Jum’at yang merupakan hukum adat. 
Keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman 
mereka terhadap apa yang mereka lakukan, 

membentuk suatu spiritualitas yang berbeda 
dengan wilayah-wilayah lain.

Panglima Laot Jaffar memiliki alasan 
kalau dia tidak mau memberikan sanksi 
kepada nelayan yang tetap melaut, karena 
baginya urusan agama biar mereka yang 
menanggungnya sendiri. Baginya, untuk 
menegakkan hukum adat, karena otoritasnya 
adalah menjaga agar adat larangan melaut 
satu hari dalam sepekan tetap berlangsung. 
Pemisahan antara ritual agama dan ritual 
adat dalam hukum adat larangan melaut 
pada hari Jum’at telah menampilkan konsep 
al-ḥājah tanzilu manzilah al-ḍarurah 
(kebutuhan setara dengan keadaan darurat) 
(Wahid 2001, 127).

Hasil perenungan Panglima Laot 
mengenai larangan melaut pada hari 
Jum’at hanya pada waktu salat saja, dilihat 
dari kebutuhan ekonomi nelayan. Dahulu, 
larangan ini dilakukan satu hari penuh di 
hari Jum’at. Padahal, menurut Panglima Laot 
ini murni sebuah adat dan bisa dilakukan 
di hari apapun, namun karena melihat dalil 
salat Jum’at di dalam Islam adalah wajib 
hukumnya, maka pelarangan dilakukan 
di hari Jum’at. Jadi, jika Panglima Laot 
melaksanakan larangan melaut hanya pada 
waktu salat Jum’at, itu tidak mengubah 
hukum agama dan juga hukum Islam.

PENUTUP
Penelitian ini berkesimpulan, bahwa Islam 
dan adat dapat dijalankan oleh masyarakat 
tanpa perlu saling menghilangkan unsur-
unsur di dalam keduanya. Hubungan antara 
adat dan Islam dapat diharmonisasikan 
melalui negosiasi antara pemuka adat dan 
pemuka agama. Negosiasi dapat terlihat 
dari penyesuaian antara tradisi Euleme dan 
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Khanduri Laot untuk diubah menjadi lebih 
islami. Hubungan keduanya menyebabkan 
masyarakat tetap dapat menjalankan adat 
dan tetap taat dengan ajaran Islam.

Adat dan Islam dalam masyarakat Kuala 
Langsa dapat dipersatukan dengan tanpa 
menyebabkan konflik di tengah masyarakat 
melalui negosiasi serta pembagian peran 
antara ritual adat dan agama. Proses ini 
tidak lepas dari peran Panglima Laot sebagai 
pemimpin adat Laot di Kuala Langsa. 
Hasil-hasil akomodasi yang dilakukan 
oleh Panglima Laot sesuai dengan konsep 
pribumisasi Islam ala Abdurrahman Wahid. 
Dapat terlihat dari hasil penelitian, silang 
akomodasi yang terjadi antara adat dan 
Islam dapat saling memberi dan juga saling 
mempelajari satu sama lain. Keuntungannya 
dapat terlihat harmonisasi kehidupan 
beragama masyarakat Kuala Langsa dengan 
tetap menjaga budaya lokal.
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